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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX Binti XXX, NIK 357804709810001, umur 42 tahun, agama Islam,

pendidikan  S1,  pekerjaan  Swasta,  tempat  kediaman  di

Jalan   Kota Surabaya, sebagai Penggugat;

melawan

XXX Bin XXX, NIK 350614410670001, umur 48 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Jalan    Kota  Surabaya,  namun  kini  berdomisili  di

Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang

didaftarkan  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Surabaya  Nomor

3201/Pdt.G/2024/PA.Sby,  tanggal  04  Juli  2024  dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut:

1.

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  telah  menikah

pada  tanggal  30  Oktober  2012  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  No.

791/101/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo. Kota

Surabaya;

2.

Bahwa  setelah  akad  nikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama
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sebagai suami istri dan bertempat di   Kota Surabaya;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri; 

4.

dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX Binti XXX ( 21-02-2014 ),

XXX Binti XXX ( 11-02-2018 ); 

5.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

rukun  tentram,  dan  harmonis,  namun sejak  2023,  rumah tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  sulit  di  damaikan  lagi  disebabkan  karena  Tergugat

bersikap egois dan Tergugat tidak bersikap selayaknya seorang suami;

6. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Awal

tahun  2024  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah   rajnjang  yang

sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 6 bulan.

7. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  untuk  hidup  rukun  dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan

tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;

9. Bahwa  karena  anak  masih  di  bawah  umur  maka  Penggugat

mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari  perkawinan

antara Penggugat  dan Tergugat  bernama XXX Binti  XXX (21-02-2014)  ,

XXXBinti  XXX  (11-02-2018)  dan  Hak  pemeliharaan  dan  pendidikan

dibawah asuhan penggugat.

10. Bahwa  atas  dasar  alasan  alasan  tersebut  Penggugat  mohon

kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan

memeriksa  Penggugat  dan  Tergugat  selanjutnya  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
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2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat  (XXX  Bin  XXX)

terhadap Penggugat (XXX Binti XXX) ;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan

pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang bernama XXX Binti XXX (21-02-2014), XXXBinti XXX (11-

02-2018 ); 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua  Majelis  telah  memerintahkan Penggugat  dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  Drs.  H.

Syatibi,  S.H  tanggal  31  Juli  2024,  ternyata  mediasi  berhasil  dengan

pencabutan;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  permohonan  untuk

mencabut perkara Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal

31 Juli 2024 Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan Penggugat

tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang

dalam perkara ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi

kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh

keduanya  mediator  yaitu  Drs.H. Hamzanwadi,  M.H  dan  ternyata  berhasil

dengan pencabutan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  permohonan

untuk mencabut perkara Nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan

tanggal  31  Juli  2024 Tergugat  menyetujui  permohonan pencabutan gugatan

Penggugat tersebut;

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  telah  menyatakan  mencabut

perkaranya,  maka  sudah  sepatutnya  pemeriksaan  atas  perkara  ini  untuk

dihentikan; 

Menimbang,  bahwa  ketentuan  pencabutan  perkara  dalam  tingkat

pertama  ini  sesuai  dengan  yang  telah  diatur  dalam  pasal  271  -  272  Rv,

sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  pencabutan  perkara

tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara

dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan

membayar biaya perkara ini; 

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama yang  telah  dirubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara nomor 3201/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.220.000 (satu juta dua ratus

dua puluh ribu rupiah);
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Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  pada  hari  Rabu  tanggal  07  Agustus

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami Hj.

SITI  AISYAH,  S.Ag.,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Hj.  SITI  AISYAH,  S.Ag.,

M.H.P.  dan  Drs.  H.  HAMZANWADI,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga,

dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti,

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang dihadiri Penggugat

dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.
Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 1.050.000,-

Biaya PNBP : Rp. 20.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
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